
 

 
 

BUPATI  BANGLI 
 

 
 

PERATURAN   BUPATI  BANGLI 

NOMOR  69 TAHUN   2012 

 
 

TENT ANG 
 

BIA YA PENUNJANG   OPERASIONAL   KEPALA  DAERAH 

DAN WAKIL  KEPALA  DAERAH 

 
 

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA 
 

 
 

BUPATI  BANGLI, 
 

 

Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mengingat 

bahwa  dalam  rangka  memenuhi   ketentuan   pasal  9 Peraturan   Pemerintah 

Republik  Indonesia  Nomor  109 Tahun  2000 tentang  Kedudukan  Keuangan 

Kepala   Daerah   dan  Wakil  Kepala   Daerah,   perlu   menetapkan   Peraturan 

Bupati  tentang   Biaya  Penunjang   Operasional   Kepala   Daerah   dan  W akil 

Kepala  Daerah. 

 
 
1.  Undang-Undang     Nomor    69   Tahun    1958   tentang     Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat   II  dalam   Wilayah   Daerah-daerah     Tingkat   I 

Bali,  Nusa   Tenggara   Barat   dan  Nusa   Tenggara   Timur   (Lembaran 

Negara Republik    Indonesia    Tahun    1958   Nomor    122,   Tambahan 

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1655); 

 
 

2. Undang-Undang    Nomor   17  Tahun   2003  tentang   Keuangan   Negara 

(Lembaran Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2003   Nomor    47, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4286); 

 
 

3. Undang-Undang     Nomor    1       Tahun    2004    tentang    Perbendaharaan 

Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor  5, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4355);



4.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan   Tanggungjawab   Keuangan   Negara   (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang• 

Undang  Nomor   12  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
 

6. Undang-Undang   Nomor   12  Tahun   2011   tentang   Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan     (Lembaran     Negara     Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
 

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  108 Tahun  2000  tentang  Tata  Cara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lemberan Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2000 Nomor  209,  Tambahan  Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

 
 

8.  Peraturan  Pemerintah Nomor  109 Tahun  2000  tentang  Kedudukan 

Keuangan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029); 

 
 

9.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan 
 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
 

4578); 
 

 
 

10. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13   Tahun  2006  tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,  sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri



dalam Negeri Nomor  13  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
 

Keuangan  Daerah  (Berita Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011 
 

Nomor 310); 
 

 
 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor  8  Tahun  2008 tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 

Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7). 
 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

 
 

Menetapkan PERATURAN      BUPATI      TENTANG      BIAYA      PENUNJANG 

OPERASIONAL KEPALA    DAERAH    DAN    WAKIL    KEPALA 

DAERAH. 
 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
 

1.     Kepala Daerah adalah Bupati Bangli. 
 

2.    Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bangli. 
 

3. Biaya   Penunjang   Operasional   adalah   biaya   untuk   mendukung 

pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

 
 

BAB II 
 

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL 
 

 
 

Pasal 2 
 

Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk : 
 

1.     koordinasi dan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; 
 

2.    operasional pengamanan; 
 

3. kegiatan khusus seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler, 

kegiatan sosial   kemasyarakatan   serta   operasional   lainnya   guna 

mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah.



Pasal  3 
 

Besarnya  biaya penunjang operasional ditetapkan berdasarkan klasifikasi 

Pendapatan Asli Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. 
 
 
 

Pasal 4 
 

(1)  Biaya  penunjang  operasional  Kepala  Daerah  sebesar  60%  (enam 

puluh perseratus) dari Biaya penunjang  operasional  Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah; 

(2)  Biaya  penunjang  operasional  Wakil  Kepala  Daerah  sebesar  40% 

(empat puluh  perseratus) dari  Biaya penunjang  operasional  Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

 

 

BAB III  

KETENTUAN PENUTUP 

 
 

Pasal  5 
 

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1   Januari 2013. 
 

 
 

Agar setiap    orang    mengetahuinya,    memerintahkan    pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bangli. 

 
 

Ditetapkan di Bangli 
 

pada tanggal 28 Desember 2012 
 

 
 

BUPATI BANGLI, 

 

       ttd 

 
 

 

Diundangkan di Bangli 
 

pada tanggal 28 Desember 2012 

 
   Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  BANGLI, 
 
 
                                     ttd 
 
 

        BAGUS RAI DARMAYUDHA 

I MADE GIANYAR

 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 69 


